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Prancis Inggris Malaysia Philipina Thailand	



Prancis

Prancis sebelum revolusi dikenal sebagai negara yang	
sentralistik bahkan otoriter.	Raja	Louis	XIV	pernah berkata
“L’etat c’est moi” yang	berarti “Negara	adalah saya”

Sejak mengalami revolusi pada 1789,	Prancis telah
memiliki 15	Konstitusi.	Pengaturan desentralisasi tertuang
dalam Konstitusi Republik ke-V	tahun 1958,	“Prancis
adalah negara yang	tidak terbagi-bagi,	sekuler,	
demokratis dan republik sosialis.	Menjamin persamaan
semua ras dan agama,	semua keyakinan yang	
diorganisasikan berdasarkan sistem desentralisasi”.



Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan desentralisasi di	Prancis didasarkan pada undang-undang
parlemen Prancis yang	dikenal sebagai Hukum Gaston	Defferre pada
tahun 1982.	Sebelum undang-undang itu,	otonomi kota dan
departemen Prancis yang	dilakukan secara terbatas berdasarkan
undang-undang yang	disahkan pada tahun 1871	dan 1884.

Konsep pemerintahan otonomi di	Prancis dapat dibagi menjadi
empat kategori:	kelembagaan,	hukum,	keuangan,	dan sumber daya
manusia.	



DUA	DIMENSI	PENTING	DALAM	UU	
DESENTRALISASI	PRANCIS

01

02

Dimensi politik:	pengakuan pemerintah pusat atas otonomi daerah.	
Menghapus pengawasan pemerintah pusat atas pemerintah
daerah.	Yang	dilakukan adalah pengawasan administratif seperti
yang	dilakukakan Prevet (wakil pemerintah pusat di	daerah)	yaitu
membatalkan keputusan yang	dibuat oleh pemerintah daerah.

Dimensi keuangan:	desentralisasi menghapus kewenangan pengawasan
terhadap keuangan daerah.	Pemerintah daerah bebas menggunakan
keuangan yang	diberikan untuk kepentingan kemajuan daerah.	Sebelum
UU	desantralisasi,	kekuasaan eksekutif di	daerah dijabat oleh Prevet.	
Setelah berlaku UU	desentralisasi,	kekuasaan region,	departemen dan
commune	dijabat oleh ketua dewan daerah (yang	dipilih untuk masa	
jabatan 6	tahun,	ketua dewan daerah sekaligus menjabat ketua
eksekutif)



PEMBAGIAN	PEMERINTAHAN	DAERAH	DI	PRANCIS

Region	(setingkat provinsi)

Commune	(setingkat desa)Departemen (setingkat
kabupaten)	



Sumber	Pendapatan	Pemda	di	Prancis

01
02

03
04

Dari	pinjaman atau
utang

Perpajakan,	46	pajak
langsung dan tidak
langsung

Dari	pemerintah
pusat

Pelayanan publik (air,	
transportasi,	investasi
dll)

Empat	kategori	sumber	dana	daerah



Inggris raya

Inggris Raya	adalah negara kesatuan (United	Kingdom),	yang	
terdiri atas England,	Wales,	Scotland,	dan Northern	Ireland.	

Bentuk pemerintahan Inggris adalah monarki konstitusional
dengan sistem pemerintahan parlementer.	

Parlemen Inggris menganut bicameral	system	yang	terdiri
atas House	of	Commons	dan House	of	Lords.	Berdasarkan The	
Local	Government	Act.	Tahun 1972,	organ	utama
pemerintahan daerah di	England,	Wales,	Scotland,	dan
Northern	Ireland	adalah council.



Peraturan Perundang-undangan

• Berdasarkan The Local Government Act. Tahun 1972 pasal 270
ayat 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa “Local
authority means a county council, The Great London council, a
district council, a London borough council, and a parish or
community council.” Walaupun demikian, besaran dari anggota
dan fungsi council (dewan) bervariasi. Di samping itu, dijumpai
pula parish dan community yang tidak memiliki council, yaitu
parish dan community yang kecil.

• Dalam hal tidak terdapat council, penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya dilakukan melalui parish meeting dan
community meeting dengan pemerintahan langsung.

• Anggota council dipilih langsung oleh rakyat (voters).



PEMBAGIAN	FUNGSI	PEMERINTAHAN

County	(Pemerintah
Daerah/toritorial tingkat II)	

melaksanakan fungsi utama di	
bidang pendidikan,	kesehatan,	
perencanaan transportasi dan
jalan raya,	pelayanan sosial

terhadap perorangan,	
pembuangan sampah,	

perpustakaan,	perlindungan
konsumen,	pemadam kebakaran,	

dan kepolisian setempat.

Pemerintah	Inggris	melaksanakan	
kewenangan	yang	meliputi	politik	

luar	negeri,	pertahanan	dan	
keamanan	negara,	stabilitas	

ekonomi	dan	pasar,	
ketenagakerjaan,	social	security,	
dan	keamanan	transportasi.

Parish	(Pemerintah Daerah/toritorial
tingkat IV)	melaksanakan fungsi

utama di	bidang tempat pemakaman,	
tempat parkir,	ruang umum dan ruang

terbuka,	skema transportasi
masyarakat,	tindakan pengamanan
dan pengurangan kejahatan,	festival	
lokal,	fasilitas rekreasi dan olah raga,	

tempat sampah,	toilet	umum,	
pembersihan dan penerangan jalan

District	(Pemerintah
Daerah/toritorial tingkat III)	
menjalankan fungsi utama di	
bidang perumahan,	kesehatan
lingkungan,	kebersihan udara,	

peraturan bangunan,	
pengumpulan sampah,	dan
pemungutan pajak daerah.
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Malaysia

Malaysia	mengembangkan sistem pemerintahan daerah
disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.	
Ciri-ciri dari undang-undang pemerintah daerah Malaysia	
mencerminkan suatu lingkungan sosio-ekonomi dan
politik nasional bangsa Malaysia	yang	merupakan bangsa
Federal	terdiri dari 9	Kesultanan dan 3	propinsi (Penang,	
Sabah	dan Sarawak).	

Pemerintah daerah di	negara ini mengalami
perkembangan yang	tidak menggembirakan.	Pemerintah
pernah Malaysia	mencoba menerapkan pemerintah
daerah perwakilan,	di	mana dewan daerah dipilih,	tetapi
kemudian karena daerah dianggap belum cukup dewasa
untuk suatu proses	demokrasi,	sistem pemerintah daerah
perwakilan tersebut dihentikan dan para	pemimpinnya
ditunjuk oleh pemerintah negara bagian.



Federalisme Malaysia
Jika dilihat praktiknya,	federalism	di	Malaysia	
tergolong pada Federalisme Sentralistik,	terutama
dalam hal keuangan dan legislasi.

Malaysia	lebih mengedepankan peranan pemerintah
pusat yang	dominan sehingga federalisme Malaysia	
dapat dikategorikan sebagai quasi	federal	atau tidak
sepenuhnya federal.

Salah	satu faktor pelibatan pemerintah pusat ke
dalam kewenangan pemerintah daerah adalah
karena pemerintah daerah boleh dipimpin oleh
partai oposisi,	misalnya:	Kelantan	di	bawah Partai
Islam	SeMalaysia,	Pinang	di	bawah Democratic	
Action	Party,	dan Selangor	di	bawah Partai
Keadilan Rakyat.



Sumber Pendapatan Pemda di	Malaysia

Pajak ekspor atas galian selain
timah yang	terdapat di	wilayah
negara bagian

Hasil pertambangan,	tanah
dan hutan

Hasil dari perizinan dan pajak
hiburan,	uang sanksi dari
pengadilan yang	berada di	bawah
pemerintah negara bagian,	retribusi
pelayanan tertentu

Pemerintah daerah di	Malaysia	mendapat sumber keuangan dari dalam negara bagian itu sendiri,	
sumber tersebut seperti:



Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah daerah di Malaysia mendasarkan segala
kegiatannya pada Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun
1976 (Local Government Act. 196), yang mengatur
kewenangan, tugas-tugas, tanggung jawab dan fungsi
pemerintah daerah.

Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah di
Malaysia, apabila terdapat produk hukum yang berlawanan
antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah Negeri (negara
bagian), maka Undang-Undang (hukum) yang dipakai adalah
UU Pemerintah Federal



Struktur Pemda di	Malaysia
Struktur Pemerintahan di Malaysia menganut sistem Parlementer dua kamar yang terdiri dari DPK dan Senat.
Kabinet merupakan suatu Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari anggota Parlemen
yang ditunjuk Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan lembaga eksekutif yang secara kolektif bertanggung jawab
kepada Parlemen.

Di tingkat Negara Bagian Kesultanan merupakan lembaga tertinggi, yang bertindak sebagai penasehat Dewan
Eksekutif Negara Bagian yang diketuai oleh seorang Menteri Besar. Semua Negara bagian mempunyai sistem
legislatif satu kamar. Di tingkat lokal dewan distrik dipimpin oleh seorang Walikota atau Presiden Komite yang
bertanggung jawab atas segala kegiatan pemerintahan lokal. Kedua pemerintah daerah tersebut berada di bawah
kendali pemerintah negara bagian.

Dalam sistem federal, seperti yang dianut oleh Malaysia, pejabat distrik merupakan pejabat kunci di dalam sistem
pemerintahan daerah. Dewan Kota terdiri dari pejabat sipil negara, seperti perencana kota dan pejabat kesehatan.
Di dewan yang lebih mapan, mayoritas dari mereka dipilih, di lain dewan tetap ditunjuk dari warga setempat dan
bukan dipilih. Pejabat Distrik pada banyak kasus merupakan seorang ketua. Pada dekade terakhir (1970-an) dewan
pemerintah dan desa dengan anggota dan ketua yang dipilih telah diterapkan untuk 27 distrik, dewan lokal,
dengan anggota dewan dan ketuanya dipilih, telah diberlakukan di 310 kota dan desa, tetapi sejak diberlakukannya
Local Government Act tahun 1976, restrukturisasi di pemerintah daerah dilaksanakan dan sejak itu jabatan
Walikota ditentukan dan ditunjuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah Negara Bagian.



Philipina

§ Perkembangan pemerintahan daerah di	Philipina menuju
kepada proses	desentralisasi politik (devolusi).	Hal	ini
terjadi karena tuntutan daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri.	

§ Pada bab 10	dari Konstitusi Negara	menyatakan bahwa
kongres akan membuat suatu undang-undang pemerintah
daerah yang	akan memberikan struktur Pemda yang	lebih
responsif dan akuntabel yang	dibuat melalui suatu sistem
desentralisasi dengan mekanisme yang	efektif atas recall,	
inisiatif dan referendum,	melimpahkan kekuasaan
tanggung jawab atas dana dan sumber daya kepada
pemerintah daerah dan menyediakan segala sesuatu
dengan organisasi dan operasi pemda.	

§ Sejak tahun 1992,	pemerintah daerah Philipina telah
menikmati Undang-Undang Pemerintahan Daerah.



Sumber Pendapatan Pemda di	Philipina
Pemerintah daerah di	Philipina menerima jatah (allotment)	dari:

Pendapatan	internal	melalui	pengumpulan	pajak	lokal,	

Kekayaan pemerintah pusat,	

Keuntungan yang	diperoleh dari perusahaan milik
negara,	pinjaman,	surat obligasi,	surat hutang dan
lain-lain.



Peraturan Perundang-undangan

Sedangkan pemerintah daerah di	Philipina mendasarkan
pada Undang-undang Pemerintah Daerah	tahun 1991	
(Local	Government	Code,	1991).	Undang-undang ini
sangat komprehensif,	menyentuh mulai dari struktur,	
fungsi dan kewenangan termasuk perpajakan dan
hubungan antar pemerintahan.



Struktur pemda di	Philipina
q Pemerintah Nasional Philipina terdiri dari:	cabang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden,	

cabang legislatif dan cabang peradilan.	

q Cabang eksekutif terdiri dari Menteri Kabinet (cabinet	secretaries),	birokrasi nasional dan
militer.	

q Cabang Legislatif atau Kongres terdiri dari 24	anggota Senat dan 220	anggota DPR.

q Cabang Peradilan terdiri dari Mahkamah Agung,	Court	of	Appeals.	

q Pengadilan Daerah	dan Pengadilan Khusus (Pengadilan anak dan keluarga)	sub	divisi dan
Negara	adalah Propinsi,	Kota	Besar,	Kota	Kecil	dan Desa (Barangai).



Pembagian Kewenangan pemerintahan
Kewenangan Pemerintah Provinsi antara lain	seperti layanan kesehatan (fasilitas rumah sakit dan
beberapa hal lainnya),	agrikultural (transfer	teknologi bidang agrikultur,	bantuan organisasi
korporasi petani dan nelayan,	dan beberapa hal lainnya),	kesejahteraan sosial,	penelitian dan
pengembangan industri,	fasilitas area	publik,	infrastruktur provinsi,	dan pengembangan wisata.	

Kewenangan Pemerintah Kab/Kota	(municipilities) antara lain	layanan kesehatan (pelaksanaan
program	dan proyek primary	health	care,	peralatan dan perlengkapan medis,	dan beberapa hal
lainnya),	agrikultural (pembibitan,	penyuluan ternak dan unggas,	dan beberapa hal lainnya),	dan
kewenangan pelaksanaan proyek kehutanan berbasis komunitas.



Thailand	

Perkembangan pemerintahan daerah di	Thailand,	yang	
merupakan satu-satunya negara di	Asia	Tenggara	yang	
tidak mendapatkan kemerdekaan dari tangan penjajah,	
sesuai dengan perkembangan pemerintah yang	
menganut sistem monarki absolut.	

Sejak itu Thailand	telah melaksanakan sistem
pemerintah daerah selama 70	tahun dengan mengambil
contoh-contoh dari negara-negara Eropa,	dimana
keluarga kerajaan banyak belajar dan mengadopsinya
melalui pembuatan konstitusi yang	dapat diterima oleh
rakyat Thailand.	

Selama ini Thailand	telah 16	kali	merobah konstitusinya
dan terakhir konstitusi baru telah dibuat pada tahun
1998,	di	mana banyak hal-hal yang	mengatur
pemerintah daerah.



Sumber Pendapatan Pemda di	Thailand	

Di	Thailand	terdapat departemen khusus yang	menangani
pendapatan negara,	yaitu Departemen Pendapatan.	
Departemen ini dibagi menjadi 2:	Departemen Pendapatan
Eksternal dan Departemen Pendapatan Internal.

Pendapatan Eksternal bertanggung jawab atas pengumpulan
pajak dan bea di	luar Bangkok	dan berada di	bawah
Kementerian Keuangan Kerajaan.

Selain itu,	pemerintah daerah tingkat “Camat”	juga mendapat
tugas memungut pajak,	yang	keberadaannya di	bawah
Kementerian Dalam Negeri.

Departemen Pendapatan mengumpulkan,	mengelola,	dan
mengembangkan 6	jenis pajak:	pajak penghasilan pribadi;	pajak
penghasilan badan;	pajak pertambahan nilai ;	pajak bisnis
khusus;	bea materai;	dan pajak pendapatan minyak bumi.



Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan desentralisasi di Thailand didasarkan pada
Undang-undang Pemerintahan tahun 1993 (Publik
Administration Act. 1993). Di dalam undang-undang tersebut,
Pemerintah Daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana saja.
Segala sesuatu diputuskan dari Bangkok.

Setelah konstitusi baru dibuat dan dilaksanakan sejak tahun
1998, peranan pemerintah daerah semakin jelas. Pemerintah
pusat di Bangkok mulai memberikan beberapa kewenangan
kepada pemerintah daerah seperti di bidang pengumpulan
pajak dan retribusi.



STRUKTUR	PEMDA	DI	THAILAND	

Struktur Pemerintahan Thailand	yang	menganut
sistemMonarki,	memiliki parlemen yang	terdiri

dari dua kamar:	DPR	(500	anggota)	dan Senat (200	
anggota dipilih).	DPR	terdiri dari 100	wakil

proposional dari 400	anggota yang	dipilih langsung
dari 400	konstituen,	Pemerintah Pusat (eksekutif)	

terdiri dari kantor PerdanaMenteri,	13	
kementerian dan 30	Menteri dalam Kabinet.	 Terdapat enam fungsi yang	secara luas dapat

dikembangkan oleh pemerintah daerah,	yaitu:	
social	order	(tatanan sosial),	infrastruktur,	
kualitas hidup,	perencanaan dan investasi di	
bidang perdagangan dan wisata,	manajemen
sumber daya alam dan lingkungan,	dan kearifan
lokal setempat.

Gubernur Propinsi,	Kepala Distrik dan Sub	
Distrik bertanggung jawab atas pemerintahan

propinsi.	Pemerintah Daerah	Kota	dilaksanakan
melalui Bangkok	Metropolitan	Administration	

(BMA).
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